PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

bahwa untuk mengutamakan penggunaan alokasi
anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang
mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) perlu melakukan refocussing kegiatan dan
realokasi anggaran melalui perubahan anggaran;

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang
dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota
Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun
2019 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran 2020;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ diatas
perlu  ditetapkan  Peraturan  Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun
2020 tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota
Payakumbuh Tahun Anggaran 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 198);



10.

1L

12,

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok
dan Payakumbuh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Nomor 25);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun
2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009);

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun
2019 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh
Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 80



Memperhatikan

Menetapkan

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2020 Nomor 8);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11
tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2020 tentang Refocussing Kegiatan Realokasi Anggaran,
Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);

Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KM.7/2020
tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
dalam rangka pencegahan dan/atau penangangan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran
dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor
360.3/119/Wk-Pyk/2020 tentang Penetapan Status
Tanggap Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease
(Covid-19) di Kota Payakumbuh;

Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor
03/Instruksi/Wk-Pyk/2020 tentang Refocussing
kegiatan, Realokasi anggaran dan penjadwalan ulang
capaian program dan kegiatan dalam rangka
percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-

19);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1

TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN

KAS

DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020
tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 1)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah
guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan

dana yang tercantum dalam DPPA-SKPD yang telah disahkan.

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat
perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan
dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal '3 April 2020

% WALIKOTA P UMBU}( .
{L_ \/RI FALEPI t%(’
\

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal \3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020 NOMOR §



LAMPIRAN

: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 9 TAHUN 2020
TANGGAL : \? AYR\ 020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN
2020
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
Halaman : 1
Anggaran Tahun Trbvule 1 sy 11 Triwulan I Triwulan IV
Kode Rekening Uraian Ini (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Januari l Februari Maret April Mei Juni Juli Ag Septemb Oktober l Nopemb I Yy "
1 2 3 4 5 ] 7
4. Pendapatan Daerah 785.766.149.857 263.120.858 260.219.083| 192.739.495.500|  1.248.644.434 260.219.087| 321.049.354.974| 26.781.820.308 260,219,083 120,327.747.673 582,394.699( 16.768.277.233] 105.224.636.835
4.1, Pendapatan Asli Daerah 122.250.122.857 263.120.858 260.219.083( 14.907.253.608 291.688.633 260.219.087| 16.247.826.608 263.120.858 260.219.083| 16.492.066.608 260,219.087| 14.639.136.908| 58.104.132.436
a1, Hasil Pajak Daerah 29.380,968.193 - -| 7345241950 . -|  7.345.241.950 - -|  7.345.241.050 -|  7.345.242.343 &
412 Hasil Retribusi Daerah 9.732.871.865 263,120,858 260.219.083  1.574.573.883 266.022.633 260.219.087  1.832.874.883 263.120.858 260.219.083|  2.125.175.883 260.219.087 439.535.020] 1.927.571.507
4.1.3, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.141.647.899 - - 2.035.411.900 - - 2.035.411,900 - - 2.035.411.900| - 2.035.412.199 =
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 74,994.634.900 - - 3,952.025.875 25.666.000 - 5,034,297.875 - - 4.987,136,875 - 4.818.947.346| 56.176.560.929
4.2 DANA PERIMBANGAN 579.307.233.000 - -| 139.542.600.932 23.892.000 -| 290.914.595.266 - =| 1D01.705.640.765 - -| 47.120.504.037
421, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 10.719.111.000 - -| 10.695.219.000 23.892.000 . . . X - g . ;
4.2, Dana Alokasi Umum 465.684.926.000 - -| 77.437.345.432 - -| 239.421.435.766 - -| 101.705.640.765 w -| 47.120.504.037
4,23, Dana Alokasi Khusus 102.903.196.000 - =| 51.410,036.500 - =| 51.493.159.500 - - & o & v
4.3, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 84.208.794,000 . -| 38.289.641.050 933,063,801 -| 13.886.933,100| 26.518.699.450 .| 2120140300 322.175.612|  2.120.140.325) 362
4.3.1. Pendapatan Hibah 17.748.600.000 - - 8.874.300.000 - - 8.874.300.000 - - " e = .
433, Dana Bagl Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 25.125.000.000 - -| 10.396.059.900 74.599.213 <| 5012633100 5.383.426.800 - 212940300 -|  2.129.140325 362
Lainnya
4.34. Dana Penyesualan dan Otonomi Khusus 41.335,194.000 - -| 19,019.281.150 858.464.588 . =| 21.135.272.650 - - 322,175.612 & -
6.1, Penerimaan Pemblayaan Daerah 57.336.772.021 | 57.336.772.021 - - - - M - - . e o .
6,11, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daarah Tahun 57.336,772.021 | 57,336.772.021 - - - - - S - = = i .
Sebelumnya
Jumlah pendapatan dan pembiay penerimaan 843.102.921.878 | 57.599.892.879 260.210.083| 192.739.495.500 1.248.644.434 260.219.087| 321.049.354.974| 26.781.820.308 260.219.083| 120.327.747.673 582.394.699| 16.768.277.233] 105.224.636.835
Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk 843,102.921.878 250.599.607.552 322.558.218.495 147.369.787 064 122.575,308,767
pengeluaran
Alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan 420.300.588.397 | 92.945.167.169 525.953.155|  4.288.798.130| 183.708.469.259| 1.050.156.314| 2.087.676.289| 76.680314.471 525.078,155|  1.300.008.130| 56.288.366.178 239,075.708 661.435.439
pengeluaran
S.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 418.800.588.397 | 9L945.167.169 525.953.155 4.288.796.130| 182.208.469.259 1.050.156.314 2.087.676.289| 76.680.314.471 525.078.155) 1.300.098.130| 56.288.366.178 239.075.708 661.435.439
511 BELANJA PEGAWAL 345.585.360.813 | 92.460.767.169 525.053.155|  1.287.229.955| 113.192.816.036| 1.050.156.314| 1.812.308.114| 76.680314.471 525.078.155  1.024.729.955| 56.288.366.178 239.075.708  498.565.603
5.1.4. BELANJA HIBAH 9.097.200.000 - - 2.726.200.000|  6.371.000.000 - - - . - % - .
5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 6.218.800.000 484.400.000 - - 5.734.400.000 - - - - - ol 2 ©
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 651.474.361 - . 162.868.175 - - 162.868.175 - - 162.868.175 . N 162.869.836
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA
DAN PARTAI POLITIK
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 57.247.753.223 - - 112.500.000| 56.910.253.223 - 112.500.000 - . 112.500.000 - 2 :
6.2, Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1.500.000,000 - - - 1.500.000,000 - - - - 2 a . .
6.2.1. Peny Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 - - - % - - i 5
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